
BUPATI C[REBON

PROVINSI JAVA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR           : OOO.7.6.1/Kep.333        -Disbudpar/2024

LAMPIRAN     :  1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2025-2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang    :   a.      bahwa untuk mewujudkan  pembangLman daerah yang
terarah,     terukur,     dan     berkelanjutan     diperlukan
penyusunan  dokumen  rencana  pembangunan  daerah
yarig sinergis,  selaras dan tapadu antara p€rencanaan
pembangunan  nasional,  provinsi,  daerah  dan  dengan
kabupaten / kota yang berbatasan ;

b.     bahwa Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Cirebon belaldir pada tahun 2024 bersamaan
dengan  berakhimya  masa  jabatan  Bupati  dan  Wakil
Bupati Cirebon periode 2019-2024 dan pemilihan Bupati
dan Wakfl Bupati Cirebon yang baru akan dilaksanakan
secara serentak pajda tahun 2024 sehingga perlu adanya
penyusunan   dokumen   rencana   pembangunan   daerah
untuk  menjadi  pedoman   dalam   penyusunan   rencana
kelja pemerintah daerah;

C. bahwa   dalam   rangka   akurasi   penyusunan   Rencana
Strategis      Dinas      Kebudayaan      dan      Pariwisata
Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusunan
Rencana  Strategis  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026; dan

d.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a,  huruf b dan huruf c, perlu men€tapkan
Keputusan   Bupati   tentang   Tim   Penyusun    Rencana
Stlateris       Dinas       Kebudayaan       dan       Pariwisata
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Mengingat      :    1.      Undang-Undang    Nomor     14    Tahun     1950    tentang
Pembentukan      Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam
Lingkungan    Propinsi    Djawa    Barat    (Berita    Negara
Republik      Indonesia      tanggal      8      Agustus      1950
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun   1968  tentang  Pembentukan
Kabupaten  Purwakaria dan Kabupaten Subang dengan
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2.

mengubah   Undang-Undang   Nomor   14   Tahun   1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan  fropinsi  Djawa  Barat  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun  1968  Nomor 31,  Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004    tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor   104,
Tambahan    Lembaran    Negara    Repub]jk    Indonesia
Nomor 4421);

3.      Undang-Undang    Nomor    17    Tahun    2007    tentang
Rencana    Pembangunan    Jangka    Panjang    Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2007  Nomor  33,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4700) ;

4.      Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2009    tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009    Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038) ;

5.      Undang-Undang    Noinor    12    Tahun    2011     tentang
Pembentu kan         Peraturan         Perundang-undangan
(I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011
Nomor   82,    Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Nomor   5234)   sebagaimana   telah   diubah
beberapa     kali,     teralchir     dengan     Undang-Undang
Nomor  13 Tahun 2022  tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang    Nomor    12    Tahun    2011    tentang
Pembentukan         Peraturan         Perundang-undangan
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2022
Nomor   143,   Tambahan   I+embaran   Nngara   Republik
Indonesia Nomor 6801);

6.     Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan    Daerah    (I+embaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana
telah diubah beberapa ha]i,   terakhir dengan  Undang-
Undang   Nomor. 6   Tahun   2023   tentang   Penetapan
Peraturan     Pemerintah     Pengganti     Undang-Undang
Nomor   2   Tahun   2022   tentang  Cipta   Kelja   menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahali  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) ; t

7.      Peraturan  Pemerintah  Nomor   12   Talun   2019   tentang
Pengelolaan     Keuangrn     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Talun  2019  Nomor  42,  Tambahan
I+embaran Negrra Republik Indonesia Nomor 6322) ;

8.      Peraturan  Pemerintah  Nomor   13  Tahun  2019  tentang
I.aporan    dan    Evaluast    Penyelenggaraan    Pemerintah
Daerah      (Iiembaran      Negara      Republik::      Indonesia
Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  I.embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6323) ;

9.     Peraturan   Presiden   Nomor   59   Tahun   2017   tentang,
Pelaksanaan      Pencapaian      Tujuan      Pembangunan
Berkelanjutan   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

10.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang   Tata   Cara   Perencanaan,   Pengendalian   dan
Evaluasi   Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi
Rancangan     Peraturan     Daerdi     tentang     Rencana
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(

Pembangunan  Jan8ha  Panjang  Daerah  dan  Rencana
Pembangunan  Jan8ha  Menengah  Daerah  serta  Tata
Cara    Perubahan    Rencana    Pembangunan    Jan9ka
Panjang    Daerah,    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   dan   Rencana   Ken.a   Pemerintah
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2017
Nomor 1312};

11.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang    RIasifikasi,    Kodefikasi,    dan    Nomenklatur
Perencanaan   Pembangunan   dan   Keuangan   Daerah
(Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2019
Nomor   1447)  junto  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas    Keputusan    Dalam    Negeri    Nomor    050-5889
Tahun   2021   Tentang   Hasil   Verifikasi,   Validasi   dan
Inventarisasi  Pemutakhiran  RIasifikasi,  Kodefkasi,  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

12.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  18 Tahun 2020
tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  13  Tahun  2019  tentang  haporan  dan  Evaluasi
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;

13.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun     2020
Nomor 1781};

14.   Peraturan  Menteri  PendayagLmaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi   Bfro]apsi   Nomor   17   Taliun   2021   tentang
Penyefaraan   Jabatan   Adminjstrasi   ke   dalam   Jabatan
Fungsional q3erita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1
Nomor  525);

15.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi   Nomor  25   Tahun   2021   tentang
Penyederhanaan   Srfuktur   Organisasi   pada   Instansi
Pemerintah       untuk       Penyederhanaan       Birokrasi
(Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun     2021
Nomor 546);

16.   Peraturan   Daerah   Provinsi   Jawa   Barat   Nomor   6
ETe:fa2#9kes:¥£asL±:gtT%einn££an-D::rmahbanprg#as¥
Jawa  Barat  Tahun  2009  Nomor  6  Seri  E,  Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64) ;

17.   Peraturan   Daerah   frovinsi   Jawa   Barat   Nomor   9

:LeFETF¥!%fernL¥#sRi:fiw¥5:Bw:Cam:bf¥tE::ng#ngf8Ti
:e:¥ir,8dinEiigp¥:¥a=ie#:rfumFb+awhhwh=i¥iEaaaBfiilj
Peraturan   Daerah   Provinsi   Jawa   Barat   Nomor   9
Tahun  2008  tentang  Rencana  Ptmbangunan  Jangka

(PLeapj:#¥:aebrfrahfrofas*iJ:£W3aBw¥a::TtuEai°u°n5-282§
Nomor 7);

18.   Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor     14
Tahun   2009   i:entang   Rencana   Pembangunan   Jangka
Panjang  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahuri  2005-2025
(I,embaran   Daenah   Kabupaten   Cirebon   Taliun   2009
Nomor 14);



19.   Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor    12
Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan   Susunan
Perangkat    Daerah    Kabupaten    Cirebon    (Lembaran
Daerah   Kabupaten   Cirebon  Tahun   2016   Nomor   12)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten
Perubahan
Nomor    12
Susunan
{Lembaran
Nomor  1);

Cirebon   Nomor   1   Tahun   2021   tentang
Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun   2016   tentang   Pembentukan   dan

Peranglcat     Daerah     Kabupaten     Cirebon
Daerah   Kabupaten   Cirebon   Tahun   2021

Menetapkan

KESATU

KEDUA

20.    Feraturan Daerah Ffabupaten Cfroebon Nomor 7 Tchuri 2018
tentang  Rencana Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Cirehon
Talun  2018-2038  q.end]aran  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tchun 2018 See E.5);

21.   Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirehon     Nomor     8
Talun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

faa::Fate:%=nbonqffi=023ofgmo`rLe#aran   Daerah
22.   Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor   144  Tahun  2023

i::igs;o¥2e:iu,o::::rii4¥i:rn£1noar£TKlei¥na?:%:e:::
23.   Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   165   Tahun   2023

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah     Tahun     Anggaran     2024     (Berita     Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSEN:

:      Tim Penyusun Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan
:u¥uvl:=tak¥tuggT:±c¥E::±:2t:2:£3fid:nff
hampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  telpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.

:     Triaks:edn3:a:nDirEeincffi€ATusg=:rfu8iis u:tEak8¥mana

a.   Mengumpulkan  dan  mengolah  data  dan  informasi
terhit:
1)  Data        sumber                         manusia        pada

Dinas Kebudayaan da:aEfrwisata balk pNs pppK
maupun non ASN;

2)  Data           laporan           keuangan           tahunan
Dinas    Kebudayaan    dan    Pariwisata    selama
5 (lima) tahun terakhir termasuk data asset atau
barang modal yang dimiliki;

3)  Data capaian kinelja pelayanan peran8kat daerah
terutama   realisasi   capaian   indikator   Standar
Pelayanan    Minimal,    data    realisasi    indikator

?eDalqiq:/sTiujuEdEEobran8E¥H.aBerk#Tco;utanu'rud=
pemerintahan Hma tahun    terakhir; dan

4)  Data  dokumen   Renstra  Kementerian/   lembaga
yang     terkait     tugas      pokok      dan      fungsi
Dinas Kebuda.vaan dan Pariwisata, data dokumen
Renstra    Dinas    Kebudayaan    dan    Pariwisata
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,  dokumen
RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, data
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E:%£ipKa:Fnstirr=b:#ffiu#oirL9P_e2r#2b4¥anRPJMD
b.   Menginventarisir,    mempelajari    dan    menerapkan

peraturan    perundang-undangan    (baik    undang-

g¥ed=:h;:::n:;:piFa:Ei:ti:,¥=¥e,fe:t:erar:E:I,eT:::ai::::
E:=g=ELn=,yp=ngganmgg6¥:E±dfue:¥dpanoankoErug=
fu±n_gsinya;

C.   ¥£¥Ppe:%#ukd¥knFseFeE+kapipt]epme:#ssi£: dpo¥ud#=

::::=: pe¥=mfiantgane¥ah; daerah   dan   dokumen
d.    Menyusun       a_genda       ke±a       Tim       Penyusun

E:::Fa:e:trcaii%B8n?£nasKebudayaandanpariwisata
e.    Menyusun Rancangan awal Rencana Strategis Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2026 ;
f+    Melaksanakan  Forum  Organisasi  Pera]i_gkat  Daeral

untuk   membahas   rancangan   Rencana   Strategis
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

g.   Menyusun   E#:#a§= Akhir   Rencana   Strategis
D inas                                             dan            Pariwisata
Tahun 2025-2026;

h.  Menyanpaikan rancangan akhir Rencanapiq±tsefj:
Dinas            Kebudayaan            dan

:##E dfg#2Se#efaasd£:  Kepala  Bappelitbangda
i.    Memperbaiki    dan    menindaklanjuti    saran    dan

rekomendasi        dari        Bap pe lit bangda        u ntu k
penyempumaan rancangan akhir Rencana Strategis
Din as            Kebudayaan            dan            Pariwi sata
Tahun 2025-2026; dan

j.    Melakukan   pengendalian   penyusunan   kebijakan
dokumen   Rencana   Strategis   Diinas   Kebudayaan
dan Pariwisata.

KETIGA

KEEMPAT

KELIRA

Tim     Penyusun     menyampaikan     rancangan     akhir
Rencana  Strategis  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata
Tahun  2025-2026  kepada  Kepala  Badan  Perencanaan
Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah
Kabupaten Cirebon untuk dilakukan verifikasi.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
Diktum      KETIGA      ditemukan      hal      yang      perlu
disempumakan,   Badan   Perencanaan   Pembangunan,
Penelitian    dan    Pengembangan    Daerah    Kabupaten
Cirebon     menyampaikan     saran     dan     rekomendasi
penyempumaan   rancangan   akhir   Rencana   Strategis
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Tahun  2025-2026,
maka     Tim     Penyusun     harus     memperbaiki     dan
menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

Biaya    yang    timbul    sebagai    akibat    ditetapkannya
Keputu sam        mi ,        dibebankan        kepada        APE D
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
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KEENAM .
¥£et::tF:a::   Bupati   ini   mulai  berlaku   pada   tanggal

Ditetapkan di   Sumber
padatanggal   16  juli   2024

1].. BUPATI CIREBON,

wArm MljAyA

Tembusan:
1. Yth. Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan  Pengembangan

Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon; dan
3. Yth. Para  Anggota  Tim  Penyusun  Rencana  Strategis  Dinas  Kebudayaan  dan

Pariwicata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.
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LAMPIRAN :     KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR     :   000.7.6.1/Kep.   333     -Disbudpar/2024
TANGGAL:       16   jtlli   2024
TENTANG  :   TIM      PENYUSUN      RENCANA      STRATEGIS      DINAS

KEBUDAYAAN  DAN  PARIWISATA  KABUPATEN  CIREBON
TAHUN 2025-2026

SUSUNAN REANGGOTAAN
TIM  PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

I.      Penanggungjawab       :     KepalaDinas
||.     KetuaTim                      :     Sekretaris

Ill.    Sekretaris                       :     Perencana Ahli Muda

IV.    Kelompok Kerja
Pokja I  Data Kepegawaian
Koordinator                  :    Kepala subbagian umum dan Kepegawaian
Anggota                          :     Pengelola Kepegawaian
Pokja 11  Data Keuangan dan jket
Koordinator                  :    Analis Keuangan pusat dan Daerah Ahli Muda
Anggota                          :     1.  Pengelola Akuntansi

2.  Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
Pokja Ill  Pengelolaan Data Analisis dan Evaluasi Pengawasan
Koordinator
Anggota

:    Kepala Bidang Destinasi dan Industri pariwisata
:   1.  Penelaah Teknis Kebijakan

2.  Adyatana     Kepariwisataan     dan     Ekonomi
Kreatif Ahli Muda

3.  Adyatama     Kepariwisataan     dan     Ekonomi
RTeatif Ahli Madya

4.  Pamong Budaya Ahli Muda
5.  Kurator

Pj. BUPATI CIREB0N,

WAHYU MIJAYA
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PEMERINTAH RABUPATEN CIREBON

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fen. (0231) 321208

disbudpar.cirebonkab.go.id
SuMBER

NOTA DINAS

Yth. Bapak Bupati Circhon
Kepala"nasKchrdayaandanPariwisataKabupatenCirebon

09 Fdbnnd 2ca40#_:.   --   _.  _    "_[bat_
Keputusan Bupati  Cirebon tenfang Tin  Penyusun  Rencam Strategis
mnasKchulayaandrnPariwisataKabupatenCdeboriTahun2025-2026.

Kepada
Dari
Tan88al
Nomor
Sifat
IJampiran
Hal

Disampalkan dengan hormat, sesiiai dengan hetruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokunen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Therch dengan Periode Rencana Pembangunan
]angka Menengah haerah Beraldir pads Talon 2024 makan perfu adanya
Penyusunan Rencana Shategis (Renstra) rmas Kebnddyaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon Tahan 2025-2026.

Schubungan dengan hal tersebut lcami mohon Bapak Bupati Cirebon
berkenan  untck  menetapkan  Kaputusan  Bupati  Cirebon  tentang  Tin
Penyusun Peruhahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon Tahun 2025L2026 sehagrinana mat Keputusan Bupati
Cirehon terlampir.

Dendkian Nota Dinas ini dibuat untuk merv.adi bahan   pertinbangan
dan sebagai upaya menin9lcathan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan
PariwisataKabixpatenCirebmAlasperhatiarm}rakamiucapkanterimakasth.

KEPALA DINAS REBUDAYAAN DAN
PARIt^rlsATA KABUPATEN CmEBON

_-_ -
Drs. ABRAHAM MOHAMAD. Msi

Penbina Ufama Muda
NIP.19651009 ]986021 cO7

Tembusan Kepadr:
1.  Yth, Waldl Bupati Cirebon;
2.  Yth. Sckretaris Daerah Kribupe3Em Cifehorty.
3.  Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset merah Kabiipaten Cifebon;
4.  Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangimarty Penelitian dan PengenLbangan Daerah

Ffabupaten Cirebon.


